Sosialisasi Keamanan Data

Perlindungan Data
Pribadi Dan Sanksi
Penyalahgunaan Data
Kependudukan

Pentingnya perlindungan data pribadi, dasar hukum, bentuk
penyalahgunaan, dan sanksi yang berlaku dalam
pengelolaan data kependudukan.

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data
Memahami sanksi hukum bagi penyalahgunaan data

Menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependudukan
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Latar Belakang

Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Penyalahgunaan Data Kependudukan

Data Kependudukan sebagai Aset Strategis

Data kependudukan adalah aset penting negara yang harus dilindungi
Memuat informasi sensitif: NIK, KK, data biometrik
Menjadi dasar layanan publik dan identitas nasional

Memerlukan pengelolaan yang aman dan terintegrasi

Dampak Penyalahgunaan Data

Penipuan dan pencurian identitas
Kerugian finansial bagi masyarakat
Gangguan layanan dan kepercayaan publik

Kerusakan reputasi instansi pemerintah
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“ 100%

Poin Utama nan

Mengapa Perlindungan Data Kependudukan Penting?

Data kependudukan merupakan aset strategis yang memerlukan perlindungan dari penyalahgunaan dan kebocoran

Perkembangan Layanan Digital

Transformasi digital meningkatkan risiko kebocoran data
Layanan online memudahkan akses namun rentan disalahgunakan
Kebutuhan sistem keamanan yang lebih kuat

Peningkatan serangan siber dan pencurian data

Tanggung Jawab Bersama

Pemerintah: Menyediakan sistem keamanan yang kuat
Masyarakat: Menjaga kerahasiaan data pribadi
Instansi: Mematuhi regulasi perlindungan data

Kolaborasi untuk mencegah penyalahgunaan
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Dasar Hukum

Regulasi Perlindungan Data Pribadi dan Data Kependudukan

Regulasi yang Mengatur Perlindungan Data

Berikut adalah undang-undang dan regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan data kependudukan

AKTIF DIPERBARU
UU No. 23 Tahun 2006 UU No. 24 Tahun 2013 DIPERBAT
Tahun 2006 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan Perubahan atas UU Adminduk

« Mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil « Memperkuat sistem administrasi kependudukan

« Menetapkan kewajiban pelaporan kependudukan « Menambah sanksi bagi pelanggaran

* Mengatur pembuatan dokumen kependudukan « Memperjelas kewenangan instansi

UU No. 27 Tahun 2022 ARy Regulasi SPBE FERLAKY
Tahun 2022 Pusat & Daerah

Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

» Melindungi data pribadi warga negara » Keamanan informasi dan data elektronik

» Mengatur hak dan kewajiban subjek data » Standar layanan digital pemerintah

» Menetapkan sanksi pidana dan administratif » Perlindungan data di lingkungan pemerintahan
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Pengertian Data Pribadi 100%

Definisi, Jenis, dan Contoh Data Kependudukan yang Dilindungi Dilindungi

Apa itu Data Pribadi dan Data Kependudukan?

Pemahaman mendalam tentang definisi, klasifikasi, dan contoh data yang dilindungi

Definisi Data Pribadi Jenis Data Pribadi Umum
- Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi - Data Identitas: Nama lengkap, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin
secara tersendiri » Data Kontak: Alamat, nomor telepon, email
» Mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung « Data Demografis: Agama, status perkawinan, kewarganegaraan

stagrudak langsung - Data Pekerjaan: Profesi, tempat kerja, penghasilan

Berisi data statis maupun dinamis yang berkaitan dengan identitas seseorang

Termasuk data yang tersimpan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik

( Sesuai UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Jenis Data Pribadi Sensitif Contoh Data Kependudukan
« Data Biometrik: Sidik jari, iris mata, pola wajah « Dokumen: KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan
- Data Kesehatan: Riwayat penyakit, hasil tes medis = Data Digital: NIK, Nomor KK, rekam biometrik
« Data Keuangan: Nomor rekening, transaksi keuangan » Tanda Tangan: Tanda tangan elektronik yang terdaftar
- Data Kepercayaan: Keyakinan agama, orientasi seksual « Database: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

21 Mei 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Halaman 4 dari 19



Data Kependudukan Yang Wajib Dilindungi

Informasi sensitif yang memerlukan perlindungan maksimal

Data Kependudukan yang Dilindungi

Berikut adalah data kependudukan yang wajib dilindungi sesuai regulasi yang berlaku

NIK (Nomor Induk Kependudukan)
Nomor unik identitas penduduk yang terdaftar dalam sistem

KRITIS  Perlindungan Maksimal

Nomor KK (Kartu Keluarga)

Nomor identitas keluarga yang terdaftar dalam sistem
kependudukan

TINGGI  Perlindungan Prioritas

Rekam KTP-el
Data rekam biometrik dan informasi pada KTP elektronik

TINGGI Data Biometrik
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Data Biometrik
Data sidik jari, iris mata, dan ciri fisik lainnya

KRITIS Data Sensitif

Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum

TINGGI  Autentikasi Digital

Database Kependudukan
Keseluruhan data kependudukan yang tersimpan dalam sistem

KRITIS Keamanan Sistem
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Prinsip Perlindungan Data Pribadi

5 Prinsip Utama dalam Perlindungan Data Kependudukan

Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Lima prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan perlindungan data kependudukan

Kerahasiaan Integritas Ketersediaan Akuntabilitas Pembatasan
Mencegah akses dan Menjaga keutuhan dan Data tersedia bagi yang Jejak audit dan Penggunaan data sesuai
pengungkapan data keakuratan data berwenang tanggung jawab jelas tujuan

tanpa hak
WAJIB WAJIB WAJIB WAJIB WAJIB
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Hak Masyarakat Atas Data Pribadi

Lima hak fundamental yang dimiliki masyarakat terkait data pribadi mereka

Hak Masyarakat Atas Data Pribadi

5 hak utama yang dijamin oleh UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

Hak Memperoleh
Perlindungan Data

Setiap orang berhak
mendapatkan
perlindungan terhadap
data pribadinya dari
penggunaan yang tidak
sah

PASAL 5
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Hak Mengetahui
Penggunaan Data

Berhak mengetahui tujuan
dan cara penggunaan
data pribadi mereka
secara transparan

PASAL S

Hak Memperbaiki
Data

Berhak memperbaiki atau
menyempurnakan data
pribadi yang tidak akurat
atau tidak lengkap

PASAL 5
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Hak Mengajukan
Keberatan

Berhak mengajukan
keberatan atas
pemrosesan data pribadi
untuk kepentingan
tertentu

PASAL 5

Hak Melaporkan
Penyalahgunaan

Berhak melaporkan
dugaan penyalahgunaan
data pribadi kepada
otoritas yang berwenang

PASAL S
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Kewajiban Penyelenggara Pelayanan

5 Kewajiban Utama dalam Pengelolaan Data Kependudukan

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan dalam mengelola data kependudukan

Menjaga
Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan data
dan dokumen

kependudukan

WAJIB
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Pembatasan Akses

Pembatasan akses data
berbasis peran/
kewenangan

WAJIB

Sesuai
Kewenangan

Penggunaan data sesuai
mandat hukum

WAJIB
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Pengamanan
Sistem

Pengamanan sistem
informasi dan jaringan

WAJIB

Larangan
Penyebaran

Larangan penyebaran
data tanpa hak

WAJIB
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Bentuk Penyalahgunaan Data 6 100%

Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi Penyalahgunaan Data Kependudukan

Bentuk elanggaran

Apa Saja Bentuk Penyalahgunaan Data Kependudukan?

Kenali 6 bentuk penyalahgunaan data kependudukan yang sering terjadi dan dampaknya

Penyebaran Foto KTP/KK

Mengupload atau memposting foto KTP-el atau
KK di media sosial

Berbagi dokumen identitas melalui aplikasi
pesan

Menyebarkan data pribadi tanpa izin

Penyalahgunaan Akses
Aplikasi

Menggunakan aplikasi layanan untuk akses
ilegal
Memanfaatkan celah keamanan sistem

Akses data tanpa kewenangan

Penjualan Database Penduduk Penggunaan NIK Tanpa Izin
Menjual atau mendistribusikan database « Menggunakan NIK untuk registrasi tanpa izin
penduduk

« Pencurian identitas untuk pinjaman online

Perdagangan data pribadi di pasar gelap « Penggunaan NIK untuk aktivitas ilegal

Pendistribusian data ke pihak ketiga

Pemalsuan Identitas Akses llegal oleh Internal
Membuat dokumen identitas palsu » Akses ilegal oleh pegawai instansi
Rekayasa identitas untuk kejahatan « Pegawai yang menyalahgunakan wewenang
Pemalsuan tanda tangan elektronik » Pelanggaran prosedur internal
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Risiko dan Dampak Penyalahgunaan Data

Konsekuensi kebocoran dan penyalahgunaan data kependudukan

Risiko dan Dampak Penyalahgunaan Data

Dampak kebocoran data bagi masyarakat dan instansi pemerintah

Dampak bagi Masyarakat

Penipuan dan Social Engineering
Data pribadi digunakan untuk manipulasi dan penipuan terhadap korban

TINGGI Risiko Keamanan

Pencurian Identitas
NIK dan data pribadi disalahgunakan untuk identitas palsu

TINGGI Kejahatan Siber

Kerugian Finansial
Akses ke rekening bank dan transaksi ilegal

SEDANG Kerugian Materi

Penyalahgunaan Pinjol
Pinjaman online ilegal atas nama korban
TINGGI Fintech llegal
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Dampak bagi Instansi

Hilangnya Kepercayaan Publik
Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap instansi

TINGGI Reputasi

Gangguan Layanan
Operasional terganggu akibat insiden keamanan

SEDANG Operasional

Sanksi Hukum
Tuntutan hukum dan denda dari regulator

TINGGI Legal

Kerusakan Reputasi
Citra instansi tercemar di mata publik

TINGGI Image
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Sanksi Menurut UU Administrasi Kependudukan

Larangan, Ketentuan, dan Sanksi Pelanggaran Data Kependudukan

Sanksi Hukum Pelanggaran Data Kependudukan

Berdasarkan UU No. 23/2006 dan UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan

LARANGAN PE GARAN KRIMINAL
Pasal 77 Pasal 78 Pasal 79
Larangan Penyalahgunaan Data Penyebarluasan Tanpa Hak Akses llegal Database
« Dilarang memanipulasi data kependudukan « Dilarang menyebarkan data kependudukan tanpa « Dilarang mengakses database tanpa kewenangan
« Dilarang memalsukan dokumen kependudukan izin « Dilarang meretas sistem informasi
« Dilarang menggunakan data untuk kepentingan + Dilarang membagikan informasi pribadi « Dilarang menyalin data secara ilegal
pribadi » Dilarana memnpublikasikan data sensitif
PIDANA ADMIN DISIPLII
Pasal 93 Pasal 94 Pasal 95
Sanksi Pidana Sanksi Administrasi Disiplin Kepegawaian
+ Pidana penjara maksimal 6 tahun « Pembatalan dokumen kependudukan « Peringatan tertulis
+ Denda maksimal Rp 75 juta « Pencabutan izin operasional « Penundaan kenaikan pangkat
« Pidana penjara dan denda bersamaan « Pembekuan kegiatan « Pemecatan untuk pelanggaran berat
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Sanksi Menurut UU Perlindungan Data Pribadi

Konsekuensi hukum bagi pelanggaran perlindungan data pribadi

Sanksi Administratif dan Pidana

Sanksi Administratif

Teguran hingga Penghapusan Data

Teguran Tertulis RINGAN
Pemberian teguran resmi untuk pelanggaran ringan pertama kali

Penghentian Sementara SERIUS
Penghentian kegiatan pemrosesan data untuk sementara waktu

Penghapusan Data BERAT
Penghapusan atau pemusnahan data yang tidak sah

Denda Administratif RP 5 MILIAR
Denda maksimal Rp 5 miliar untuk pelanggaran berat
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UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan sanksi yang tegas

Sanksi Pidana

Pidana Penjara dan Denda

Pidana Penjara 5-6 TAHUN
Penjara maksimal 6 tahun untuk pengungkapan data tanpa hak

Pidana Denda RP 5-6 MILIAR
Denda maksimal Rp 6 miliar untuk pelanggaran berat

Sanksi Korporasi BERAT
Pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha

Larangan Penggunaan BERAT
Larangan mengelola data pribadi untuk pelaku
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Tanggung Jawab Aparatur

6 Tanggung Jawab Utama dalam Pengelolaan Data Kependudukan

Tanggung Jawab Aparatur

Enam tanggung jawab utama yang harus dijalankan oleh aparatur dalam pengelolaan data kependudukan

Kerahasiaan Akun

Menjaga kerahasiaan akun dan kredensial akses

Tidak Berbagi Password

Tidak berbagi kata sandi/OTP dengan pihak lain

Penggunaan Akun Personal

Penggunaan akun bersifat personal dan berjejak

sistem
WAJIB WAJIB WAJIB
Logout Aplikasi Pelaporan Insiden Profesionalisme

Selalu logout dari aplikasi setelah digunakan

WAJIB

Pelaporan insiden keamanan secara cepat

WAJIB
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Profesionalisme dan etika pelayanan

WAJIB
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Langkah Pencegahan

Upaya perlindungan data kependudukan dari penyalahgunaan

Pencegahan Teknis

Password Kuat  Aktif

Menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol.

Minimal 12 karakter dan diubah secara berkala.

Autentikasi Berlapis (MFA) Akt
Menerapkan autentikasi multi-faktor untuk akses sistem yang memerlukan
verifikasi tambahan.

Audit Akses Data Monito
Melakukan audit berkala terhadap akses data untuk mendeteksi aktivitas
mencurigakan.

Backup & Enkripsi Terlindungi
Melakukan backup data secara teratur dan mengenkripsi data sensitif.

Langkah Pencegahan Penyalahgunaan Data

Menerapkan langkah-langkah pencegahan secara teknis dan non-teknis untuk menjaga keamanan data

Pencegahan Non-Teknis

Edukasi Pegawai Eerjalan
Pelatihan dan edukasi pegawai tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data.

Sosialisasi Masyarakat rutin
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menjaga data pribadi.

Pengawasan Internal
Memperketat pengawasan internal terhadap penggunaan data oleh pegawai.

Pakta |ntegritas Ditandatangani
Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang menangani data.



Edukasi Kepada Masyarakat

Panduan menjaga keamanan data pribadi

Edukasi Kepada Masyarakat

Empat poin penting yang perlu diketahui masyarakat untuk melindungi data pribadi mereka

Tidak Membagikan KTP/KK Sembarangan

Hindari membagikan foto KTP atau KK di media sosial atau kepada
pihak yang tidak dikenal. Data ini sangat sensitif dan rentan
disalahgunakan.

Simpan dokumen di tempat aman

Menutup Sebagian NIK Saat Berbagi
Dokumen

Saat membagikan dokumen, tutup sebagian NIK untuk mencegah
penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Gunakan fitur blur atau sensor
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Waspada OTP dan Tautan Palsu

Jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Waspada terhadap
tautan palsu yang meminta data pribadi melalui SMS atau email.

Verifikasi sumber sebelum klik tautan

Melaporkan Dugaan Penyalahgunaan Data

Jika menduga data pribadi disalahgunakan, segera laporkan ke
pihak berwenang atau Dinas Kependudukan terdekat.

Simpan bukti untuk pelaporan
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Peran Pemerintah Daerah

an Tata Kelol

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Data

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan integritas data kependudukan

Penguatan Tata Kelola Data

Membentuk tim khusus pengelola data
Menyusun SOP pengelolaan data
Melakukan audit berkala sistem data

Memastikan ketersediaan data akurat

Pengawasan Penggunaan
Data

Memantau akses data pihak ketiga
Mengawasi penggunaan data instansi
Menindak pelanggaran penggunaan
Evaluasi kepatuhan regulasi data

Peningkatan Keamanan
Sistem

Implementasi enkripsi data end-to-end
Penggunaan firewall dan antivirus
Backup data secara berkala

Monitoring akses data real-time

Budaya Sadar Perlindungan

Membangun kesadaran perlindungan
Menciptakan lingkungan yang aman
Mendorong partisipasi masyarakat

Membangun kepercayaan publik
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Literasi Digital Masyarakat

» Sosialisasi pentingnya data pribadi

« Edukasi cara menjaga data aman

» Pelatihan penggunaan aplikasi digital
« Kampanye kesadaran keamanan data

Komitmen Bersama

Pemerintah daerah berkomitmen untuk

melindungi data kependudukan dengan
menerapkan standar keamanan tertinggi dan
memastikan akses yang terkontrol di setiap
jenjang layanan.
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Studi Kasus dan Pembelajaran

Analisis kasus kebocoran data dan pelajaran yang dapat diambil

Studi Kasus: Kebocoran Data Kependudukan

Analisis kasus nyata dan evaluasi untuk meningkatkan keamanan data

Kasus Kebocoran Data Kependudukan

TERSELESAIKAN i i
Insiden keamanan yang terjadi pada tahun 2023 Pembelajaran Kunci
Deskripsi Kasus: Terjadi kebocoran data kependudukan yang melibatkan 4,6 juta data warga Pentingnya Disiplin SDM:
Jawa Barat. Data yang bocor mencakup NIK, nama lengkap, alamat, dan informasi pribadi
lainnya. v Kebocoran data sering disebabkan oleh kelalaian manusia

v Prosedur keamanan harus diikuti dengan konsisten

Celah Teknis Kelalaian SDM Prosedur Lemah v Pelatihan berkala sangat penting

Sistem rentan Human error SOP tidak jelas
v Sistem monitoring harus aktif 24/7

Evaluasi dan Mitigasi Risiko

: ) Rekomendasi
Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan
» Audit Sistem: Melakukan audit keamanan menyeluruh terhadap infrastruktur IT Langkah Pencegahan:
« Update Protokol: Memperbarui protokol keamanan dan enkripsi data « Implementasi multi-factor authentication

Pelatihan SDM: Memberikan pelatihan keamanan informasi kepada pegawai « Backup data secara teratur

« Monitoring: Meningkatkan monitoring akses data secara real-time « Enkripsi data sensitif

« Akses berbasis peran (RBAC)



Kesimpulan

Ringkasan penting perlindungan data kependudukan

Kesimpulan

Empat poin utama yang perlu diperhatikan dalam perlindungan data kependudukan

Data Kependudukan Wajib Dilindungi

Perlindungan hukum yang kuat

Data kependudukan merupakan aset strategis negara yang wajib dilindungi
oleh semua pihak. Setiap instansi dan individu memiliki kewajiban untuk
menjaga kerahasiaan sesuai regulasi.

Kerahasiaan Integritas Ketersediaan

Konsekuensi Hukum Tegas
Sanksi bagi pelanggar

Penyalahgunaan data memiliki konsekuensi hukum tegas meliputi sanksi
administratif, pidana penjara, dan denda signifikan sesuai UU Adminduk dan
UU PDP.

Sanksi Pidana Denda Administratif
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Tanggung Jawab Bersama
Kolaborasi semua pihak

Perlindungan data adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah,
instansi terkait, dan masyarakat. Setiap pihak harus berperan aktif dalam
menjaga keamanan data kependudukan.

Pemerintah Instansi Masyarakat

Budaya Sadar Keamanan Data
Perubahan perilaku

Pentingnya membangun budaya sadar keamanan data yang harus menjadi
kebiasaan di seluruh organisasi dan masyarakat untuk mencegah kebocoran
data.

Edukasi Pelatihan Monitoring
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Penutup

Ajakan menjaga keamanan data pribadi

Penutup

Mari bersama-sama menjaga keamanan data kependudukan

Ajakan Menjaga Data Pribadi

Keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama

Mari kita bersama-sama menjaga keamanan data pribadi kependudukan.
Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan data
dan melindungi informasi sensitif.

Jaga Kerahasiaan Laporkan Pe

Sesi Tanya Jawab
Diskusi dan klarifikasi

Silakan ajukan pertanyaan terkait perlindungan data kependudukan

Diskusi tentang implementasi di instansi masing-masing
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Tanggung Jawab Bersama
Kolaborasi untuk keamanan data

Setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data:

« Pemerintah: Regulasi dan pengawasan
¢ Instansi: Implementasi SOP

e Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi

Terima Kasih

Atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menjaga keamanan data
kependudukan
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